
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN
2024 TENTANC PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATA}T

PENDOKUMENTASTAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH LAINI.IYA
PADA BIRO HUKUM SETDA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang:

SAL1NAN

bahwa dengan adanya pelantikan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Tengah, maka perlu meninjau kembali
Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2O24 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro
Hukum untuk dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah
Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda;

a.

b.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,embaraa Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlon 2022 Nomor 143,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengarr Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tertang Cipta Ke{a Menjadi Undang-
Undang (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 lentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757];

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
tajfl'J)t zvzz rrurrlut -r.Jo, 1aal-lt uir-lti1_lr t,ctttutlJ,atTt ltcB,ar a RrPuulx
Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksalaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O
Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah'un 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2024 (Benta Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2O24 Nomor 4);

12. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendokume-ntasian
Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum
Setda;
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Merubah la.mpiran Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2O24
tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendokumentasian Produk
Hukum dan Naskah Hukum [,ainnya pada Biro Hukum Setda
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunvai daya laku surut terhitung bulan April 2O24.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Mei 2024

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
HUKUM,

URUNG, SH.,M.H.
7606082002121OO2

Salinan Keputusan ini disamoaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKIUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masingyang bersangkutan.



TAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 67 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGI,ATAN
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM
DAN NASKAH HUKUM LAINi.{YA PADA BIRO
HUKUM SEfDA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

t.

II.

tII.

Pengarah

Penanggungiawab

Ketua

ru. Wakil Ketua

V. Sekretaris

vI. Anggota

: Gubemur Papua Tengah

: Sekretaris Daerah

: Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesej ahteraan Rakyat

: Kepala Biro Hukum Setda hor,insi Papua
Tengah

: Kabag. Penrndang-Undangan Provinsi Biro
Hukum Setda

: 1. Agus Wibowo, S.H.

2. Barnabas Yohanes Karuri, S.H.

3. Alexandrius Gobay, S.H.

4. Ferdy Ernest Matui

5. Harry Rainaldo Sasia

6. Friska Sitorus, S.Sos

7. Theresia K. Mambruaru

8. Gustaf Dwitya Bogar

9. Meilsien Elensia Kareth

10. Yuliton Pigai

PJ. CUBERNT'R PAPUA TENCAH,

cAP/TrD
RIBKA HALUK

dengan aslinya

UNG, SH.,M.H.
p 2AO212rOO2


